
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam 

berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga negara indonesia 

diatur dan diawasi oleh hukum. Hal ini dipertegas dengan ditunjuknya 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.  

Hukum yang mempunyai posisi yang sangat dominan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara indonesia, mempunyai dua sifat: 

a. Bersifat imperatif, secara a’priori wajib ditaati, kaidah ini tidak dapat 

dikesampingkan oleh suatu keadaan atau sitruasi tertentu hanya karena 

suatu perjanjian. 

b. Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara a’priori, tidak wajib ditaati atau tidak 

mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian (Barda Arief 

Sidharta, 2008: 78). 

 

Hukum yang berbeda ditengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat 

dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu : 

a. Dari sudut pandang ilmu positif–normatif atau yuridis dogmatis, bahwa 

tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya. 

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan 

pada pengadilan. 

c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan 

pada kemanfaatannya (Barda Arief Sidharta, 2008: 78).
 
 

 

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan baik dari 

segi material (subtantif) dan formal sebuah produk peraturan perundang-
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undangan yang harus singkron dan relevan dengan nilai-nilai hidup dalam 

masysrakat maupun peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum 

dimana harus ada kerjasama dan koordinasi yang terarah antara aparat hukum 

itu sendiri. 

 

Tindak kriminal atau tindak pidana dewasa ini sebagaimana diketahui bersama 

telah mengalami perkembangan baik dari segi modus operandinya, maupun   

dari sisi pelakunya. Khusus bila dilihat dari sisi pelakunya, sebelumnya kita 

ketahui bahwa umumnya yang menjadi pelaku tindak pidana adalah orang-

orang sipil biasa. Namun dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini, tindak 

pidana tersebut tidak saja dilakukan oleh orang sipil, namun telah banyak 

dilakukan oleh oknum-oknum yang justru menjadi aparat penegak hukum, 

seperti misalnya dilakukan oleh oknum aparat/anggota kepolisian yang 

notabene seharusnya ia menjadi penegak hukum dan pelindung/pengayom 

masyarakat. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan kedudukan 

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Polisi Republik 

Indonesia  (POLRI),  di  dalam  Tap.  MPR  No.VI/MPR/2002,  dinyatakan 

bahwa: “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  secara  kelembagaan  terpisah  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi 

masing-masing. 

 

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang mencangkup peraturan 

Perundang- Undangan hukum pidana dan diantara tindak pidana adalah tindak 

pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum  Pidana  

(KUHP)  Buku  II Bab  XXIV  Pasal  372  Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang mungkin dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk 

anggota Polri. Bahwa sekalipun anggota Polri sebagai aparat penegak hukum 

jika melakukan tindak pidana, maka kenyataanya harus dilakukan proses 

hukum dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. 
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Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar 

hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan 

tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun 

dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang  Hukum   Acara  

Piadana (Undang-Undang Nomor  8 Tahun1981). Sehubungan dengan subyek 

yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain 

KUHAP ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan 

sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota 

Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan 

Teknis Institusional Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri 

e) Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 

Profesi Polri. 

 

Pedoman kerja dalam pelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Polri. 

 

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan  

yakni  sesuai  ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 

tentang pelaksanaan teknis institusional Peradilan Pidana bagi anggota Polri 

dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam  rangka  penyidikan  

dilakukan  dengan memperhatikan kepangkatan. 
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Terdapat 7 (tujuh) jenis sanksi/hukuman yang dikenakan terhadap anggota   

Polri yang melakukan tindak pidana penggelapan. Ketujuh jenis 

sanksi/hukuman adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan 

tercela, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan atau tertulis kepada 

institusi Polri atau pihak yang dirugikan, mengikuti pendidikan ulang etika 

profesi, mental kepribadian dan keagamaan untuk paling lama satu bulan dan 

minimal satu minggu, direkomendasikan dimutasikan ke fungsi yang berbeda 

untuk paling lama satu tahun, direkomendasikan dipindahtugaskan ke jabatan 

yang berbeda untuk paling lama satu tahun, direkomendasikan 

dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda untuk paling lama satu tahun dan  

rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas 

kepolisian (Polri). 

 

Sanksi tersebut dapat dilaksanakan setelah Peradilan Pidana dilaksanakan dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  Meskipun belum adanya hasil keputusan 

sidang kode etik profesi Polri yakni berturut-turut perilaku pelanggar 

dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk menyatakan 

penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka 

,kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi ,pelanggar di 

nyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dengan 

Rekomendasi PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) atau PTDH 

(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang di ajukan kepada atasan Ankum 

dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah. 

 

Seperti halnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus di Polres 

Lampung Timur yang pernah melakukan pelanggaran kode etik antara lain: 

No Inisial Wujud pelanggaran Pasal yang dilanggar Tindak lanjut 

1 IBY Tidak masuk dinas 

tanpa keterangan 

yang sah berturut-

turut selama 51 hari 

Pasal 14 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

tahun 2003 

Sudah sidang 

tanggal 11 

September 

2014 dengan 
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terhitung dari 

tanggal 1 Mei 2012-

30 Juni 2012 

putusan PTDH 

2 ES Terduga pelanggar 

pada saat menjabat 

Kanit Reskrim 

Polsek Jabung 

melakukan 

penangkapan 

terhadap tersangka 

tindak pidana 

pencurian sapi dan 

atau penadahan 

kemudiaan 

dilepaskan dengan 

meminta yang 

sebesar Rp 

120.00.000 

Pasal 7 ayat (1) 

huruf 

Telah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

hari Jumat 

tanggal 19 

Desember 

2014 dengan 

putusan: 

perbuatan 

terduga 

pelanggar 

dinyatakan 

tercela, 

permohonan 

maaf dan 

dipindah 

tugaskan ke 

fungsi berbeda 

4 DF Meminta atau 

menerima uang dari 

anggota yang akan 

mengambil Skep 

kenaikan pangkat 

periode  Januari 

2014 

Pasal 13 ayat (1) 

huruf e Perkap 14 

tahun 2011 

Telah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

hari Jumat 

tanggal 19 

Desember 

2014 dengan 

putusan: 

perbuatan 

terduga 

pelangga 
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dinyatakan 

tercela, 

permohonan 

maaf 

5 TW Telah melakukan 

tindak pidana 

pencurian kartu 

ATM Bank BNI 

milik sd. Sunyoto als 

Luke dan mengambil 

uang yang ada pada 

saldo ATM tersebut 

uang tunai sebesar 

Rp 20.000.000 dan 

telah dijatuhi 

hukuman penjara 

selama 8 bulan oleh 

Pengadilan Negeri 

Sukadana 

Pasal 12 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Sudah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

Hari Jumat 

Tanggal 6 

Maret 2015 

dengan 

putusan 

Pemberhentian 

Tidak Dengan 

hormat dari 

Dinas 

Kepolisian 

(PTDH) 

Nomor Kep: 

01/III/2015 

tanggal 6 

Maret 2015 

6 HK Tidak masuk dinas 

tanpa keterangan 

yang sah selama 60 

hari kerja secara 

berturut-turut mulai 

bulan Mei 2014-Juli 

2014 

Pasal 14 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Sudah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

Hari Jumat 

tanggal 6 

Maret 2015 

dengan 

putusan 

Pemberhentian 

Tidak Dengan 
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Hormat dari 

Dinas 

Kepolisian 

(PTDH) 

Nomor Kep: 

02/III/2015 

tanggal 6 

Maret 2015. 

7 UWU Tidak masuk dinas 

tanpa keterangan 

yang sah selama 30 

hari kerja secara 

berturut-turut.  

Pasal 14 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Sudah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

tanggal 11 dan 

27 November 

2015 dengan 

putusan 

Pemberhentian 

Tidak Dengan 

Hormat 

(PTDH) 

Nomor Kep: 

04/XI/2015 

tanggal 27 

November 

2015. 

8 HK Tidak masuk dinas 

tanpa keterangan 

yang sah selama 30 

hari kerja secara 

berturut-turut.  

Pasal 14 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Sudah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

tanggal 11 dan 

27 November 

2015 dengan 

putusan 

Pemberhentian 
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Tidak Dengan 

Hormat 

(PTDH) 

Nomor Kep: 

03/XI/2015 

tanggal 27 

November 

2015. 

 

9 AS Tidak masuk dinas 

tanpa keterangan 

yang sah selama 30 

hari kerja secara 

berturut-turut.  

Pasal 14 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Dilimpahkan 

ke Propam 

Polda 

Lampung  

10 S Melakukan tindak 

pidana Narkoba dan 

telah mendapat 

Inkrah dari 

Pengadilan Negeri 

Sukadana dengan 

Putusan Hukuman 

pidana penjara 

selama 1 tahun 

Pasal 12 ayat (1) 

huruf a PP RI No. 1 

Tahun 2003 

Sudah 

dilaksanakan 

sidang KKEP 

tanggal 11 dan 

27 November 

2015 dengan 

putusan 

Pemberhentian 

Tidak Dengan 

Hormat 

(PTDH) 

Nomor Kep: 

05/XI/2015 

tanggal 27 

November 

2015. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Etika Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Study Kasus di Polres Lampung 

Timur) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur penegakkan hukum etika profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia terhadap anggota polri yang melakukan 

pelanggaran? 

b. Apakah jenis-jenis pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sering dilakukan Anggota Polri? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan 

penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi: 

a. Prosedur penegakan hukum etika profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. 

b. Kecenderungan jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang sering di lakukan oleh Anggota Polri. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian proposal ini, pada garis besarnya adalah untuk 

menjawab permasalahan, yaitu: 

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kecenderungan jenis 

pelanggaran Kode Etik Profesi pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penegakan 

hukum etika profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pembuktian pidana 

serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan 

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

2) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku 

kuliah dengan kenyataan di lapangan. 

3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. 

4) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Muhammaddiyah Metro. 

 


